GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR: 45 TAHUN
TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang @ a.

b.

Mengingat - 1.

GUBERNUR BANTEN,

_bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 86 Peraturan

Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dilaksanakan
kebijakan akuntasi secara transparansi agar tercapai hasil yang
lebih optimal.

bahwa guna tercapainya sebagaimana dimaksud pada huruf
a, maka perlu diatur Kebijakan Akuntasi dengan Peraturan

Gubernur.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000
tentang DPembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan

[.embaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4010);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG

KFEIJAKAN AKUNTANSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1
2.

6.

10,

11.

Daerah adalah Frovinsi Banten.

Pemerintahar Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi Banten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Provinsi Banten menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi scluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik [ndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945, '

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Gubernur adalah Gubernur Provinsi Banten.

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian,
pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas
hasilnya. serta penyajian pelaporan.

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
daerah/satuan kerja perangkat daerah selama suatu periode.

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan realisasi
pendapatan, belanja dan pembiayaan selama suatu periode.

Neraca adaiah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan yaitu aset,
utang, dan ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu.

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan
keluar selama suatu periode, serta posisi kas pada tanggal pelaporan.

Catatan Atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari
laporari keuangan yang menvajikan informasi tentang penjelasan pos-pos
laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Entitas Felaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
entitas  akuntansi  yang  berkewajiban menyampaikan  laporan
pertanggungiawaban berupa laporan keuangan.

Entitas  Akuniansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang
berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan
untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pasal 2



11. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih
entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

12. Enditas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang
berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan
untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan
atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta
penyusunan laporan keuangan;

Pasal 3

Kebijékan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam
Lampiran Peraturan Gubernur ini;

Pasal 4

Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pemerintah Daerah melaksanakan
Akuntansi dan menyusun laporan berpedoman kepada Kebijakan Akuntansi;

Pasal 5

(I) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi suatu Entitas
Akuntansi terdiri dari :

a Laporan Realisasi Anggaran,;
b. Neraca;

¢. Catatan atas Laporan Keuangan

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bagi suatu Entitas
Peiaporan mnelinuti :
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;

Laporan Arus Kas;

o n

. Catatan atas Laporan Keuangan



Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar - setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
Pada tangggal 28 Nopember 2006

PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,
—
W
RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 29 Nopember 2006

SEKRETARI DAERAH

PV\NSI BANTEN,

AH ULMAN NITIAMIDJAJA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2007 NOMOR ..53
SERI ...E




